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ABSTRAK 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Pasal 53 ayat 1 ditentukan bahwa penyelenggara 

dan/atau satuan pendidikan formal baik yang didirikan oleh pemerintah atau 

masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Hal ini cukup menarik untuk 

dibahas karena masih banyak pro dan kontra menyangkut keharusan berbadan 

hukum bagi penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia. Hal itu ditandai 

dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Badan 

Hukum Pendidikan, dimana Mahkamah Kontstitusi menganggap undang-undang 

tersebut tidak sesuai dengan konstitusi negara kita, terutama menyangkut 

kebebasan berserikat dan berkumpul. Baru-baru ini pemerintah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi dimana 

Undang-Undang tersebut ternyata belum secara tegas menyatakan bahwa 

penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia harus berbadan hukum sebagaimana 

yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis ratio legis pengaturan lembaga 

pendidikan tinggi di Indonesia yang harus berbadan hukum dan akibat hukum jika 

lembaga pendidikan tinggi tidak berbadan hukum. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus 

(case approach). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratio legis dari keharusan berbadan 

hukum bagi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah untuk menjamin 

otonomi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi baik bagi perguruan tinggi 

negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Dengan berbadan hukum, 

maka suatu lembaga atau badan akan memiliki hak dan kewajiban yang mandiri, 

memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, serta 

memiliki pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap tindakan yang dilakukan, 

sehingga kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengatur 

dan mengurus sendiri berbagai kebutuhan dan potensi dalam rangka 

mengembangkan universitas berkelas dunia dapat terlaksana dengan baik. 

Sedangkan akibat hukum jika penyelenggara pendidikan tinggi tidak berbadan 

hukum adalah adanya keterbatasan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki 

oleh penyelenggara pendidikan tinggi terutama dalam hal tata kelola lembaganya, 

karena masih tergantung dengan pihak lain, baik orang maupun instansi, 

sedangkan bagi lembaga yang berbadan hukum memiliki kemandirian, 

kemampuan serta tanggung jawab sendiri dan tidak lagi tergantung dengan pihak 

lain, baik orang maupun instansi dalam menyelenggarakan kegiatannya, serta 

terlepas dari adanya pengaruh pihak luar, baik negara, dunia usaha, maupun partai 

politik. 

Kata Kunci : Ratio Legis, Pengaturan, Lembaga Pendidikan Tinggi, Badan 

Hukum, Akibat Hukum. 
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